
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka perlu meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 200/
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga,

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam rangka

tertib administrasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu

dilakukan pengaturan biaya Retribusi Penggantian Biaya

Cetak di Kabupaten Lampung Timur ;

c bahwa berdasarkan pertimbangan hurul a dan b, perlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

di Kabupaten Lampung Timur;

: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor
Keimigrasian (Lembaran
Tahun 1992 Nomor 33,
Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tenta g

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republk

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9 Tahun 1992 tentang

Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
3437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah tngkat. 11 Way Kanan

Kabupaten Daerah Tmgkat. II Lampung Jtmur dan
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Metro (Lembaran Negaia
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang Asing dan Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3562);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4736);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 temang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendafataran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam
Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register
dan Kulipan Akta Catalan Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri Nomor 35 A;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor
05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T1MUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DP

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dmas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai unit kerja yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
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6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati
Lampung Timur yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang
dialami seseorang.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk
secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur.

8. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap
seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,

pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
9. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas

keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

10. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemenntah
Kabupaten Lampung Timur yang berlaku diseluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang berkaitan

dengan kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

12. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dan

register Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi dm

yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, perkawinan,
oerceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan. pengesahan

13.

14.

anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembataian aKta.

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. uipfm

Kartu Identitas Penduduk Musiman , yang selanjutnya disingkat KIPEM

adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk musiman di Kabupaten

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

K^tu^d! yang selanjutnya disingkat KIK, adalah kartu tanda

oengenal bagi penduduk diluar Kabupaten Lampung Timur yang

mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Kabupaten Lampung Timur.

ZZn Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan .pü

vang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta

yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan denga

surat keterangan dari pihak yang berwenang.
„embavaran atas

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai Pe^ayaran atas

jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemenntah daerah untuk

kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati

S^sX^aX Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

“s^ngse^
^anM^ Sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh

-pokok retribusi terutang. selanjutnya disingkat
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebil Baym , y g

jumlah
SKRDLB, adalah surat ketetapan '^JXXedit reiribusi lebih besar
kelebihan pembayaran retribusi karena jum a

terutang.
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang



22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan retribusi daerah.

24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi
serta menemukan lersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen
Kependudukan lainnya.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi

Pasal 3
«

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Kartu Keluarga (KK)
c. Kartu Identitas Kerja
d. Kartu Identitas Penduduk Musiman
e. Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing
dan akta kematian.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang
memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.
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BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk
dan/atau Akta Catatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut

(2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN
RETRIBUSI

WN1
(Rp)

WNA
(Rp)

1 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 10.000 100.000

2 KARTU KELUARGA 10.000 50.000
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3 KARTU 1DENT1TAS PENDUDUK |
MUS1MAN (Kipem) 1 50.000

14 KARTU 1DENTITAS KERJA 10.000
1

50.000

5 PENCATATAN PERKAW1NAN
a. Akta Pencatatan Perkawinan 150.000 200.000 !,
b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 100.000 200.000

6 PENCATATAN PERCERA1AN
a. Akta Pencatatan Perceraian 150.000 300.000 i
b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 100.000 300.000

_7 PENCATATAN KEMAT1AN
a. Akta Pencatatan Kematian 10.000 75.000 j
b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 10.000 75.000

_8 PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak 20.000 150.000
b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 20.000 150.000

_9 PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak 25.000 75.000
b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 25.000 125.000

1
10 PENCATATAN PERUBAHAN NAMA 100.000

(3) Tarif Rertibusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Kartu
Tanda Penduduk dan/atau Akta Catalan Sipil yang diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapal diborongkan.

(2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
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(3) Retribusi dipungut pada saai orang/ pribadi mengajukan permohonanpenyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil(4) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 11

(1) Penagihan retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau petugas yang
ditunjuk Bupati.

(2) Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan
didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat Lainnya yang sejenis
sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dengan
peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusi yang terutang.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terterutangnya retribusi,
melakukan tindak pidana dibidang retibusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkannya Surat Teguran, atau
b. ada pengakua utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
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angsuran/penundaan dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 13

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Retribusi
yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa
Retribusi.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
penerimaan Retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 dibenkan tanda

bukti pembayaran

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasai

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana
lain dapa

dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lam dapa

diberikan kepada orang cacat. pelajar atau mahasiswa dan penduduk /

orang miskin.
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(3) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah daerah
tanpa dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan
Pembebasan Retribusi oleh Bupati.

(4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah ’ atau pembangunan yang
menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah daerah
melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan
memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya, tanpa
mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh
Bupati.

(5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
Bupati dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2)
a.

b.

c.

d.

e.

f.

8'

(3)

tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa
identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana >ang

dimaksud pada hurufe. u rAtrihn^
h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi

daerah.
i Memanggil orang untuk didengar keterangannya
j’ Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti pemulaa

k. Mefaku^a^hndakan lain yang periu untuk kelancaran
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang menurut hukum dapat

dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan has%P\ny^^
penuntut hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Unda g

Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidikan
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BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 19

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal

Pasal 21

Hal hal vane belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
121 “engenaiteknis pZsaannya akan diatur dengan Peraturan Bupatt.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka .

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2000
tentane Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catalan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten LampungTtmur

Nomor 19Tahun 2000); rahnn 9007
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Nomor 05 Tahun 2007), dicabut dan dmyatakan tidak berla .

- hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebth lanjut dengan

Peraturan Bupati.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal lG OcsemfeeT 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal K? Quemfor 201 1

Pit. BUPAT1 LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDIMASI
1. -SEKDAKAB.
2. ASS. I
3. ASS. II k

4. ASS. III
5.
6. BAG. HKM
7.
8.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR I*}

13


	IMG_0219
	IMG_0220
	IMG_0221
	IMG_0222
	IMG_0223
	IMG_0224
	IMG_0225
	IMG_0226
	IMG_0227
	IMG_0228
	IMG_0229
	IMG_0230
	IMG_0231

